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ABSTRAK

Pengakuan de jure adalah hal yang penting dalam Hubungan Internasional. Apalsg) dumia
saat i berada dalum sebuah kondisi globalisast dan modernisast yang semakin gencar, schuingga
membuat sebuah negara semakin membutuhkan negara lainnya. Scbuah negara tentunya tak bisa
hidup sendiri, pastilah membutuhkan negara lain untuk kelangsungan hidup negaranya. Penclhuan
i menjelaskan mengenai alasan dunia internasional yang hingga saat i belum mau memberikan
pengakuan resmi (de jure) kepada pemenntahan baru di Afghamistan yakni rezim Taliban. Dunia
internasional masih menunggu perkembangan sclanjutnya dari rezim yang saat ini berhasil
menguasai seluruh wilayah di Afghanistan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
konsep konstruktivisme. Menurut perspekuf konstruktivisme, ada beberapa konsep yang menjadi
jangkauan  pembahasannya, seperti identitas, nilai, norma, ideologi dan juga kepercayaan
Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan untuk jenis penclitiannya bersifat
deskriptif. Referensi beserta data-data yang dikumpulkan untuk penelitian in1 berasal dan data
sckunder. Data sckunder didapatkan dan berbagar macam literatur seperti  buku, jumal,
penelitian, laporan, dokumen dari intemet, surat kabar dan juga internet. Juga sempat diadakan
wawancara satu kali dengan seseorang yang sangat kompeten di bidang Hubungan Internasional
yakni mantan diplomat lodonesia dart Kementenian Luar Negeri Indonesia. Hasil dan penclivan
ini, menjelaskan bahwasanya dunia intermasional belum mau memberikan pengakuan de jure
kepada Taliban dikarenakan Taliban telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma
dan hukum internasional. Kcbijakan-kebijakan yang dibuat Taliban sungguh bertentangan dengan
nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Tentunya dunia internasional menginginkan Taliban
untuk menghentikan segala pelanggaran kemanusiaan yang telah mercka perbuat schingga
dengan begitu nantinya Taliban bisa mendapatkan pengakuan dan dunia internasional.

Kata Kunci : Rezim Taliban, Afghanistan, Pengakuan De Jure, Hak Asasi Manusia,
Inklusivitas, Demokrasi
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ABSTRACT

De jure recognition is important in International Relations. Moreover, the world is
currently in a condition of globalization and modermization which 1s increasingly intensive. thus
making & country increasingly need other countries. Of course, a country cannot lhive alone, 1t
definitely needs other countries to defend its country's life. This research explamns the
intemauonal reasons for the world's unwillingness to give official (de jure) recognition 1o the new
government in Afghanistan, namely the Taliban regime. The international world 1s stll waiung
for further developments from the regime that currently controls all areas in Afghamstan In this
study, the authors use the concept of constructivism. According to the constructivism perspective,
there are several concepts that become the scope of the discussion, such as idenuty, values, norms,
ideology and also beliefs. The author uses qualitative research methods and for this rype of
research 1s descripuve. References along with the data collected for this research come from
secondary data. Secondary data was obtained from various kinds of literature such as books,
Journals, research, reports, documents from the intemet, newspapers and also the mtemet. A onc-
tme interview was also held with someone who is very competent in the ficld of International
Relations, namely a former Indonesian diplomat from the Indonesian Ministry of Foreign Affairs

The results of this international research explain that the world does not want to give de
jure recognition to the Taliban because the Tahban have commitied actions that violate
international norms and law. The policies made by the Taliban are totally against the values of
democracy and human rights. Of course the international community wants the Taliban to stop

all the human violations they have committed so that later the Taliban can gan recognition from
the international community

Keywords: The Taliban Regime, Afghanistan, De Jure Recognition, Human Rights,
Inclusivity, Democracy
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BAB |

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Pengakuan terhadap sebuah negara baru atau sistem pemerintahan baru merupakan hal
yang sangat esensial dalam kehidupan politik internasional dikarenakan hal itu mampu
menjamin bahwa negara tsb tersebut memiliki kedudukan yang sesuai, yakni sebagai
organisme politik yang mandiri, memiliki kedaulatan serta merdeka. Dalam Hukum
Internasional, disebutkan ada dua jenis pengakuan yakni de facto dan de jure. De facto sendiri
memiliki arti “kenyataan yang sesungguhnya” (A. Masyhur Effendi, 2011). Jadi, pengakuan
de facto adalah pengakuan secara kenyataan, berdasarkan fakta bahwasanya negara itu ada
(exist). Jadi bisa dikatakan, pengakuan de facto ini berkaitan erat dengan eksistensi atau
keberadaan suatu negara. Pengakuan de facto ini sifatnya sementara dikarenakan pengakuan
ini ada sembari menunggu perkembangan selanjutnya dari negara yang baru berdiri tsb.
Apabila negara tsb sudah menunjukkan kemampuannya dan mampu untuk memenuhi setiap
hak dan kewajiban maka biasanya barulah negara tsh mendapat pengakuan secara resmi oleh
negara lain. Pengakuan secara resmi oleh sebuah negara terhadap negara/pemerintahan baru

berdasarkan Hukum Internasional disebut dengan pengakuan de jure (Putri, 2022).

Beberapa ahli menyepakati bahwasanya pengakuan de jure adalah hal yang penting
dalam Hubungan Internasional. Apalagi dunia saat ini berada dalam sebuah kondisi globalisasi
dan modernisasi yang semakin gencar, sehingga membuat sebuah negara semakin
membutuhkan negara lainnya. Sebuah negara tentunya tak bisa hidup sendiri, pastilah
membutuhkan kerja seperti kerja sama bilateral ataupun multilateral. Akan tetapi, sebelum
sebuah negara menyatakan kemerdekaannya lalu menjalin hubungan dengan negara lain itu

diperlukan adanya pengakuan dengan bermacam-macam persyaratan seperti kemampuan untuk
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menjalin hubungan dengan komunikasi yang sempurna dengan negara-negara lain di segala
bidangnya baik itu secara ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Namun, dalam hukum internasional ditekankan kalau pengakuan bukanlah hal yang sederhana
karena menyertakan hubungan politik dan hukum dari dua negara atau bahkan lebih. Dalam
permasalahan pengakuan ini, unsur hukum serta politik sangat sulit untuk dipisahkan secara
nyata sebab baik penerimaan maupun penolakan untuk mengakui sebuah negara atau
pemerintahan sering dipengaruhi oleh unsur politik, yang berakibat mempunyai ikatan hukum

(Elsa & Regika, 2020).

Pengakuan pemerintah baru adalah sebuah pernyataan dari suatu negara, bahwasanya
negara tersebut telah siap dan bersedia untuk menjalin hubungan dengan pemerintahan yang
baru diakui sebagai sebuah aktor yang bertindak untuk dan atas nama negaranya. Pengakuan
pemerintah ini sangatlah penting, karena tidak memungkinkan apabila sebuah negara
mengadakan hubungan resmi dengan negara lain yang tidak mengakui pemerintahannya secara
sah. Penerimaan pemerintahan dan bergantinya pemerintahan baru di sebuah negara seringkali
menimbulkan situasi politik yang memanas dari kedua belah kubu yang terlibat. Situasi ini
kerap kali terjadi dikala pergantian pemerintahan tersebut dilakukan berdasarkan langkah-
langkah yang konstitusional atau cara-cara yang sah, cara-cara yang terjadi secara normal
berdasarkan kehidupan politik di tempat tersebut entah itu lewat pemilihan umum, ataupun
yang lainnya. Permasalahannya disini ialah, pergantian suatu pemerintahan dengan cara-cara
yang tak konstitusional. Cara-cara tersebut bisa dilakukan dengan jalan revolusioner atau
melalui langkah-langkah ekstra yuridik, contohnya coup d’etat (Kudeta), revolusi, insurrection

(pemberontakan), dan lain-lain (A. Masyhur Effendi, 2011).

Taliban, yang sering disebut sebagai sebuah gerakan mujahidin juga pernah
memerintah sebagian besar Afghanistan mulai dari tahun 1996 hingga 2001. Di tahun 2001,

Taliban menjadi bahan perbincangan dan menjadi sorotan dunia internasional tepatnya karena
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peristiwa 9/11. Saat itu Taliban menjalin hubungan erat dengan Al-Qaeda selaku pelaku 9/11.
Amerika Serikat yang saat itu amat marah langsung melakukan invasi ke Afghanistan dan
menyerang Taliban, akibat dari invasi ini memakan banyak sekali korban jiwa. Amerika Serikat
menyebut tindakan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap terorisme internasional. Tindakan
AS ini merupakan sebuah tanggapan atas perbuatan yang dilakukan Taliban yakni sebagai
tempat persembunyian kelompok teroris internasional Al Qaeda, Setelah berhasil
menggulingkan pemerintahan Taliban, AS kemudian memiliki tujuan lain yakni AS ingin
membentuk pemerintahan baru Afghanistan dan juga ingin membantu memperkuat militer

Afghanistan (BBCNEWS, 2022).

Setelah 2001, perempuan Afghanistan sudah mulai ikut serta di banyak bagian dalam
masyarakat salah satu nya di kancah perpolitikan. Hal ini merupakan hal yang
menggembirakan bagi kaum perempuan disana. Para perempuan Afghanistan ketika masa itu
bisa memegang beberapa posisi penting seperti, menteri, gubernur, polisi, dubes dan pasukan
keamanan, selain itu ada juga tanda kemajuan lain yakni perlindungan bagi kaum minoritas

etnis dan agama yang disebutkan di Konstitusi Afghanistan 2004 (Balairung Press, 2022)

Pada tahun 2005, Taliban mulai berkumpul kembali dalam jumlah yang lebih besar dan
terus menyerang pasukan AS, menjadikannya tahun paling mematikan bagi pasukan AS sejak
perang dinyatakan dimulai pada tahun 2001 (AlJazeera, 2009). Taliban ingin membebaskan
Afghanistan dari pengaruh AS. Taliban beranggapan kalau selama ini pemerintahan
Afghanistan ialah pemerintahan boneka. Apalagi di tahun 2012-2013 Taliban makin menjadi-
jadi, kelompok ini kerap kali melakukan aksi-aksi seperti bom bunuh diri, penculikan,

peledakan dan lainnya (Dominguez, 2013).

Pada 7 September 2021, hampir 20 tahun setelah pimpinan AS menyatakan
keberhasilannya menggulingkan kelompok Taliban, Taliban mengumumkan kesuksesannya

dalam “pengambilalihan kekuasaan pemerintah” Afghanistan. Pengumuman itu muncul
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beberapa minggu setelah Taliban berhasil mengambil kembali kendali negara Afghanistan
dengan bersamaan runtuhnya mantan pemerintah Afghanistan yang saat itu didukung juga oleh
Amerika Serikat dan pasukan keamanannya. Taliban berhasil merebut provinsi demi provinsi
sebelum mengambil ibu kota Kabul pada 15 Agustus 2021 (KOMPAS, 2021). Masyarakat
Internasional pun dibuat bingung dengan bagaimana cara Taliban akan memerintah

Afghanistan dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.

Para pemimpin Taliban sendiri masih memikirkan hal ini, karena mereka juga tampak
terkejut dengan cepatnya runtuhnya pemerintah Ghani. Pasukan asing yang telah setuju untuk
meninggalkan negara, dikejutkan oleh kemajuan kedatangan pasukan Taliban yang dipercepat
sehingga mereka harus segera keluar dari Afghanistan. Banyak pemerintah Afghanistan yang
didukung oleh negara Barat melarikan diri, sementara ribuan rekan senegaranya dan orang
asing yang takut akan kekuasaan Taliban bergegas mencari tempat untuk penerbangan ke luar
negeri. Presiden Ashraf Ghani meninggalkan ibu kota dengan helikopter ke negara tetangga,
Uzbekistan (BBCNews, 2021). Hanya dalam beberapa minggu saja, Taliban menguasai
seluruh wilayah Afghanistan. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang tidak berhasil mereka lakukan

dalam tugas pertama mereka berkuasa di Afghanistan yakni antara tahun 1996 dan 2001.

Setelah menguasai Kabul, Taliban pun membentuk pemerintahan sementara. Mereka
menunjuk Mullah Hassan Akhund sebagai perdana menteri sementara dan juga menunjuk dua
wakil perdana menteri, Mullah Abdula Ghani Baradar (yang telah memimpin kantor politik
Taliban di Doha) dan Mawlawi Abdul Salam Hanafi (anggota tim perunding Doha). Pemimpin
spiritual gerakan tersebut, Hibatullah Akhundzada, akan melanjutkan sebagai Amir al-
Mominin (Donmez, 2021). Taliban juga mulai menerapkan aturan-aturan bagi masyarakat
Afghanistan. Taliban amat keras terhadap aturan-aturan tsb baik aturan terhadap kaum
perempuan dan juga kaum lelaki. Taliban tidak mau melakukan kompromi dengan masyarakat

disana dan menutup diri untuk melakukan diskusi atau membahas tentang penafsiran versi
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mereka. Kelompok pemberontak yang berubah menjadi penguasa dan merebut kekuasaan pada
Agustus 2021 lalu, memasang pemerintahan sementara yang semuanya laki-laki setelah hampir
20 tahun intervensi militer asing pimpinan AS di negara Asia Selatan yang dilanda perang itu

(Boy, 2021).

Setelah berkuasa kembali, Taliban pun dituding sedang berusaha untuk menciptakan
struktur tentara yang utuh untuk Afghanistan. Struktur ini terdiri dari perwira dan tentara yang
pernah melayani rezim lama. Namun banyak juga tentara Pemerintah Afghanistan lama yang
pada akhirnya kembali ke kehidupan sipil dan berusaha untuk menyembunyikan identitas
mereka dikarenakan mereka merasa takut jika suatu saat Taliban akan memberikan balasan
kepada mereka. Taliban ingin membentuk pasukan dalam jumlah besar yang sesuai dengan
kebutuhan negara serta kepentingan nasional. Namun, jumlahnya tidak terperinci. Taliban pun
telah melakukan perbaikan terhadap setengah dari 81 helikopter serta pesawat yang diduga
tidak bisa dipakai oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat ketika penarikan pasukan yang ricuh

tahun lalu (Wardhana, 2022).

Satu tahun setelah kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada 2021 lalu, Taliban
mendesak pengakuan dari negara-negara dunia khususnya negara Muslim atas
pemerintahannya yang sekarang. Taliban juga meminta negara lain seperti China untuk
berinvestasi di Afghanistan (Republika, 2021). Akan tetapi, belum ada negara di dunia ini yang
mengakui pemerintahan Taliban bahkan negara-negara barat cenderung menjaga jarak. Para
sekutu NATO pun ikut tidak mengakui pemerintah Taliban yang berhasil merebut kekuasaan

di 2021 lalu (Republika, 2022).

Afghanistan memiliki rakyat, mempunyai wilayah-wilayah termasuk adanya aturan-

aturan tentang batas-batas wilayahnya dengan negara tetangga serta sudah ada pemerintahan
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yang memimpin. Jadi, bisa dikatakan Taliban merupakan pemerintahan de facto di Afghanistan
saat ini. Akan tetapi, Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban haruslah tetap menyanggupi
keempat syarat di atas supaya tetap bisa mempertahankan status kenegaraannya (Sena, 2021).
Taliban mesti mendapatkan pengakuan secara de jure yakni pengakuan yang dinyatakan secara

resmi oleh negara lain.

Lalu, setelah Taliban kembali mendapatkan kekuasaannya, kondisi rakyat pun
memburuk karena tidak ada pembangunan dan pemulihan. Datangnya musim dingin membawa
ancaman nyata berupa krisis kelaparan (KOMPAS, 2021). Ditambah lagi, Amerika
membekukan aset Afghanistan yang ada di AS. Amerika Serikat telah melakukan penyitaan
sebanyak hampir 9,5 miliar dollar AS (Rp 135,3 triliun) aset milik bank sentral Afghanistan
sejak Taliban berhasil mengambil kekuasaan. Afghanistan mengalami kelaparan hingga
kemiskinan kronis, skala penderitaan di Afghanistan terus meningkat di banyak wilayah lebih
dari setengah populasi negara itu sekarang hidup di bawah garis kemiskinan. Hampir 23 juta
orang mengalami rawan pangan, banyak diantaranya sangat parah, dan lebih dari dua juta anak

menderita kekurangan gizi (UNNews, 2022).

Berdasarkan survei Bank Dunia, 70 persen rumah tangga yang disurvei tidak bisa
memenuhi kebutuhan pangan. Kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi rakyat pun
merosot. Ditambah lagi pada Juni 2022, gempa berkekuatan 5,9 melanda wilayah tengah
Afghanistan, menewaskan lebih dari 1.000 orang (KOMPAS, 2021). PBB mengatakan bahwa
Afghanistan berada di tingkat krisis kemanusiaan terburuk yang pernah terjadi di dunia.
Kekeringan yang terjadi karena adanya perubahan iklim pun tentunya memperburuk gangguan
yang disebabkan oleh pengambilalihan negara yang ricuh karena ulah Taliban. Jutaan warga
pun mesti memilih antara migrasi serta kelaparan. Pengangguran massal, runtuhnya pasar
perumahan, dan meningkatnya angka malnutrisi hanyalah beberapa dari banyak tanda nyata

dari bencana ekonomi yang melanda negara tsb (CNN Indonesia, 2021). Hal ini tentunya
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memperburuk kondisi Afghanistan dikala kepemimpinan Taliban.

Dari uraian yang penulis jelaskan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya pemerintahan
baru Taliban hanya mampu mendapatkan pengakuan secara de facto saja. Dengan tidak adanya
pengakuan de jure dari dunia internasional lantas membuat Afghanistan dibawah pemerintahan
Taliban tidak mampu menjalin kerja sama dengan negara lain. Hal ini membuat Taliban
kesulitan untuk melakukan pemulihan serta pembangunan diberbagai sektor sehingga berakibat
kondisi rakyat pun memburuk dan terjadilah kelaparan. Lalu, muncul pertanyaan mengenai
alasan mengapa dunia internasional terutama negara-negara Barat tidak menerima
pemerintahan Taliban. Tentunya pertanyaan tersebut akan diangkat oleh penulis menjadi

skripsi dengan judul “Aspek De Facto dan De Jure Pemerintahan Baru Taliban di Afghanistan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka muncul pertanyaan
yaitu ‘“Mengapa rezim Taliban tidak mendapatkan pengakuan de jure dari Negara-Negara
dunia?”’

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang
menjadi alasan rezim Taliban tidak bisa diterima oleh dunia internasional terutama oleh negara-

negara barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam studi limu
Hubungan Internasional, khususnya bagi kajian mata kuliah politik dan pemerintahan Timur

Tengah.
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1.4.2 Kegunaan Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang apa
yang terjadi di Afghanistan
b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pelengkap dari penelitian

yang sudah ada sebelumnya.
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